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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR       TAHUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2003 
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI 
PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
Menimbang     
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi perangkat daerah sesuai kewenangan yang dimiliki; 
b.
bahwa dengan adanya penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan langkah - langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas kelembagaan; 
c.
bahwa Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2004 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kebutuhan organisasi sehingga perlu diadakan perubahan;
d. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima. 

Mengingat    
:
1. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 4548);
7. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004  Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan 

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BIMA.
Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 4), diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 2 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Pasal 2
Membentuk perangkat daerah yang terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1.
Asisten Pemerintahan Umum, terdiri dari :

a)
Bagian Pemerintahan; 

b)
Bagian Hukum. 

2. 
Asisten Ekonomi dan Kesra, terdiri dari :

a)
Bagian Ekonomi;
b)
Bagian Administrasi Pengendalian Program;
c)
Bagian Kesra.
3.
Asisten Administrasi, terdiri dari :

a)
Bagian Organisasi;
b)
Bagian Humas dan Protokol;
c)
Bagian Umum dan Perlengkapan.
b.
Sekretariat DPRD (Setwan), terdiri dari :
1.
Bagian Hukum dan Persidangan;

2.
Bagian Keuangan;

3.
Bagian Umum;
c.
Dinas - Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
3. Dinas Pekerjaan Umum;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;  

6. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan; 

7. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

8. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;

9. Dinas Kesehatan;

10. Dinas Sosial;
11. Dinas Perikanan dan Kelautan;

12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil; 
14. Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
d.
Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Pengawas Daerah;
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
6. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian; 
7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

8. Kantor Pelayanan Terpadu.
e.
Unit Pelaksana Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Sanggar Kegiatan Belajar (Dinas Dikpora);

2. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan (Dinas Dikpora);

3. Unit Pengelola Jembatan Timbang (BPKD);
4. Unit Pengelola Terminal (Dinas Perhubungan);

5. Unit Pemadam Kebakaran (Dinas Tata Kota);

6. Workshop (Dinas Kimpraswil).
7. Unit Pengelola Pasar (BPKAD);
f.
Kecamatan.

g.
Kelurahan.
B. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
C. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas-dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

D. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17
Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing Lembaga Teknis Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

E. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Rincian tugas pokok dan fungsi Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

F. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Rincian tugas pokok dan fungsi Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

G.
Ketentuan  Bagian Ketujuh, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Polisi Pamong Praja, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus.
H. 
Diantara  BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB IIIA yang meliputi Bagian Pertama yang terdiri dari Pasal 29a; Bagian Kedua yang terdiri dari Pasal 29b; Bagian Ketiga yang terdiri dari Pasal 29c; Bagian Keempat yang terdiri dari Pasal 29d; Bagian Kelima yang terdiri dari Pasal 29e; Bagian Keenam yang terdiri dari Pasal 29f; Bagian Ketujuh yang terdiri dari Pasal 29g; Bagian Kedelapan yang terdiri dari Pasal 29h; Bagian Kesembilan yang terdiri dari Pasal 29i; Bagian Kesepuluh yang terdiri dari Pasal 29j; Bagian Kesebelas yang terdiri dari Pasal 29k; Bagian Keduabelas yang terdiri dari Pasal 29l; Bagian Ketigabelas yang terdiri dari Pasal 29m; Bagian Keempatbelas yang terdiri dari Pasal 29n; Bagian Kelimabelas yang terdiri dari Pasal 29o; Bagian Keenambelas yang terdiri dari Pasal 29p; Bagian Ketujuhbelas yang terdiri dari Pasal 29q; Bagian Kedelapanbelas yang terdiri dari Pasal 29r; Bagian Kesembilanbelas yang terdiri dari Pasal 29s; Bagian Kedua puluh yang terdiri dari Pasal 29t; Bagian Keduapuluh satu yang terdiri dari Pasal 29u; Bagian Keduapuluh dua yang terdiri dari Pasal 29v; Bagian Keduapuluh tiga yang terdiri dari Pasal 29w; Bagian Keduapuluh empat yang terdiri dari Pasal 29x; Bagian Keduapuluh lima yang terdiri dari Pasal 29y, dan Bagian Keduapuluh enam yang terdiri dari Pasal 29z, sehingga BAB IIIA selengkapnya berbunyi :

BAB IIIA
 SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 29a
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. 
Asisten Pemerintahan Umum, terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu :

1. 
Bagian Pemerintahan, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

b) Sub Bagian Perangkat Daerah ;

c) Sub Bagian Pertanahan;

2. 
Bagian Hukum terdiri, dari :

a) Sub Bagian Perundang-undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; 
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

b. Asisten Ekonomi dan Kesra, terdiri dari 3 (tiga)  Bagian yaitu :

1. Bagian Ekonomi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Perekonomian;

b) Sub Bagian Penanaman Modal; 

c) Sub Bagian Produksi Daerah. 
2. Bagian Administrasi Pengendalian Program, terdiri dari :

a) Sub Bagian Data;
b) Sub Bagian Pengendalian Program;

c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Kesra, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pendidikan, Agama dan Kebudayaan;

b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

c) Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

c. Asisten Administrasi, terdiri dari 3 (tiga)  Bagian yaitu :

1. 
Bagian Organisasi, terdiri dari :

a) Sub Bagian Kelembagaan;

b) Sub Bagian Tata Laksana;

c) Sub Bagian Kepegawaian.
2.
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :

a) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;

b) Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebaran Informasi;

c) Sub Bagian Protokol.

3.
Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
c) Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi;

d) Sub Bagian Keuangan.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(3)
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 29b
(1)
Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :

a. 
Unsur Pimpinan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. 
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian, terdiri dari :

1. 
Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari :

a)  Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
b) 
Sub Bagian Persidangan dan Risalah.
2. 
Bagian Keuangan, terdiri dari :
a) 
Sub Bagian Perbendaharaan;
b) 
Sub Bagian Gaji.

3. 
Bagian Umum, terdiri dari :

a) 
Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b) 
Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c.
Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2)
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga

Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 29c
(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

a. 
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

b. 
Unsur pembantu pimpinan adalah  Bagian Tata Usaha, Terdiri dari :
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :

a)
Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; 

b)
Seksi Pengembangan, Perlindungan dan Rehabilitasi Tanaman Pangan dan Holtikultura.

2.
Bidang Peternakan, terdiri dari :

a)
Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;

b)
Seksi Produksi, Penyegaran dan Pengembangan Ternak.

3.
Bidang Agribisnis, terdiri dari :  

a)
Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Agribisnis;

b)
Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Distribusi Hasil Pertanian.

d. 
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Pasal 29d
(1)
Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

a.
Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
b. 
Unsur pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Bina Hutan dan Produksi, terdiri dari :

a)
Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
b)
Seksi Produksi, Pemasaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.
2.
Bidang Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, terdiri dari :
a)
Seksi Penghijauan dan Konservasi Tanah;
b)
Seksi Pengembangan Hutan Rakyat, Hutan Milik dan Aneka Usaha Kehutanan.
3.
Bidang Perkebunan, terdiri dari :
a)
Seksi Pengembangan dan Industri Perkebunan; 

b)
Seksi Agribisnis dan Perlindungan Tanaman Perkebunan.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 29e

(1)
Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

a) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

2. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

a) Seksi Tata Bangunan;

b) Seksi Pemukiman. 

3. Bidang Pengairan, terdiri dari :

a) Seksi Pembangunan Irigasi;

b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

4. Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :

a) Seksi Perencanaan Umum;
b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
d. Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Workshop.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Perhubungan

Pasal 29f
(1)
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. 
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pehubungan.

b. 
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. 
Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Bagian Keuangan. 
c. 
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
1. 
Bidang Bina Program, terdiri dari :

a) 
Seksi Penyusunan Program;

b) 
Seksi Data dan Evaluasi.
2. 
Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

a) 
Seksi Lalu Lintas Darat;

b) 
Seksi Lalu Lintas Laut dan Penyeberangan 

3. 
Bidang Angkutan, terdiri dari :

a) 
Seksi Angkutan Darat;

b) 
Seksi Angkutan Laut.
4. 
Bidang Rekayasa Lalu Lintas, terdiri dari :

a) 
Seksi Terminal dan Parkir;

b) 
Seksi Pengujian dan Telekomunikasi.


d. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pengelola Terminal.


e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 29g
(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Keuangan.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :

a) Seksi Program;

b) Seksi Data dan Pelaporan.

2. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :

a) Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan;

b) Seksi Sarana dan Bantuan.

3. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :

a) Seksi Kurikulum dan Tenaga Pendidikan; 

b) Seksi Sarana dan Bantuan.

4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

a) Seksi Pendidikan Luar Sekolah; 
b) Seksi Pemuda dan Olahraga. 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
1. Sanggar kegiatan Belajar;

2. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 
Pasal 29h
(1) Susunan organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan.
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Tata Ruang Kota, terdiri dari :

a) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan;

b) Seksi Ijin Bangunan. 

2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :

a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 

3. Bidang Penerangan Jalan, terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan Pemasangan Penerangan Jalan;

b) Seksi Perbaikan dan Rehabilitasi.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pemadam Kebakaran.

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 29i

(1)
Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Koperasi, Prindustrian dan Perdagangan.
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1.
Bidang Koperasi terdiri dari :

a)
Seksi Organisasi Badan Hukum dan Tata Laksana; 

b)
Seksi Kemitraan dan Permodalan.

2.
Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

a)
Seksi Pembinaan Kelembagaan;

b)
Seksi Kemitraan dan Permodalan.

3.
Bidang Industri, terdiri dari :

a)
Seksi Agro Industri Logam dan Aneka Industri;

b)
Seksi Pembinaan Industri.

4.
Bidang Perdagangan, terdiri dari :

a)
Seksi Pendaftaran Perusahaan;

b)
Seksi Pemasaran dan Metrologi.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kebersihan, dan Pertamanan 

Pasal 29j

(2) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, dan Pertamanan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas Kebersihan, dan Pertamanan.
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pelayanan Kebersihan, terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan;

b) Seksi Perlengkapan. 

2. Bidang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Kebersihan, terdiri                   dari :

a) Seksi Penataan dan Pembinaan;
b) Seksi Pengawasan dan Pemantauan.
3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri dari :

a) Seksi Pertamanan;

b) Seksi Pemakaman.

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Kesehatan 

Pasal 29k
(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kesehatan;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Kesehatan Lingkungan/Kesehatan Institusi, Penyuluhan dan Peranserta Masyarakat terdiri dari :
a) Seksi Kesehatan Lingkungan;

b)
Seksi Penyuluhan, Peranserta Masyarakat dan Informasi.
2. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :

a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;

b) Seksi Pemberantasan Penyakit Binatang dan Menular Langsung.
3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a) Seksi Puskesmas dan Rumah Sakit;

b) Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman. 

4. Bidang Kesehatan Keluarga dan Usila terdiri dari :

a) Seksi Gizi;

b) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Usia Lanjut.

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Puskesmas.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Sosial

Pasal 29l
(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Sosial.
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

a)
Seksi Penyuluhan, Bimbingan Sosial dan Karang Taruna;

b)
Seksi Bimbingan Kejuangan, Keperintisan dan Kepahlawanan.

2.
Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

a)
Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat;

b)
Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkoba dan Tuna Susila.

3.
Bidang Organisasi dan Bantuan Sosial, terdiri dari :

a)
Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;

b)
Seksi Bimbingan Organisasi dan Sumbangan Sosial.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perikanan dan Kelautan

Pasal 29m
(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan  adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, terdiri dari :

a)
Seksi Kelembagaan dan Dunia Usaha;

b)
Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir;

2.
Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

a)
Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan; 

b)
Seksi Lingkungan Pemukiman Kelurahan Pantai;

3.
Bidang Produksi dan Bina Usaha, terdiri dari :

a)
Seksi Penangkapan dan Bimbingan Usaha;

b)
Seksi Pemasaran dan Standar Mutu Hasil.

4.
Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya, terdiri dari :

a)
Seksi Pengendalian dan Pelestarian Sumber Daya Perairan;
b)
Seksi Penataan dan Penegakan Hukum.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Pasal 29n
(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, terdiri dari :

a)
Seksi Obyek dan Tujuan Wisata;

b)
Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana. 

2.
Bidang Budaya, Sejarah dan Purbakala, terdiri dari : 

a)
Seksi Sejarah dan Purbakala;

b)
Seksi Permuseuman.

3. 
Bidang Promosi, Bimbingan dan Penyuluhan, terdiri dari : 

a)
Seksi Promosi;

b)
Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil
Pasal 29o
(1)
Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil :
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari;

a) 
Seksi Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja;

b) 
Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja;

2.
Bidang Kependudukan, terdiri dari : 

a)
Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Mutasi Penduduk;

b)
Seksi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

3.
Bidang Catatan Sipil, terdiri dari : 

a)
Seksi Kelahiran dan Kematian; 

b)
Seksi Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan Anak.
d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi
Pasal 29p
(1)
Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi :

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pengendalian dan Analisa Dampak Lingkungan, terdiri dari : 

a)
Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan; 

b)
Seksi Analisis Dampak Lingkungan.

2.
Bidang Pemantauan, Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan, terdiri dari : 

a)
Seksi Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan;

b)
Seksi Pemulihan Lingkungan.

3.
Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari;

a) 
Seksi Pertambangan Umum;
b) 
Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral;

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasal 29q
(1)
Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Perencanaan Pembangunan I, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;

b)
Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.

2.
Bidang Perencanaan Pembangunan II, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pertanian, Pertambangan dan Energi;

b)
Sub Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup.

3.
Bidang Perencanaan Pembangunan III, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;

b)
Sub Bidang Pendidikan dan Litbang.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 29r
(1)
Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;

b)
Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Pemilu dan Parpol.

2.
Bidang Hubungan Kesatuan Bangsa, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa;

b)
Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

3.
Bidang Pengkajian Masalah Strategis, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Ideologi, Politik, Sosbud dan Ekonomi;

b)
Sub Bidang HAM dan Peningkatan SDM.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Badan Pengawas Daerah
Pasal 29s
(1)
Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pengawas Daerah;

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pemerintahan, Agraria dan Aparatur Kesbanglinmas terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pemerintahan dan Agraria;

b)
Sub Bidang Aparatur Kesbanglinmas.

2.
Bidang Perusahaan Daerah dan Perlengkapan, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Keuangan Perusahaan Daerah;

b)
Sub Bidang Perlengkapan.

3.
Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pembangunan;

b)
Sub Bidang Ekonomi dan Kesra.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keduapuluh
Badan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 29t
(1)
Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pendapatan dan Asset Daerah, terdiri dari :

a)
Sub Bidang PAD dan Asset Daerah;

b)
Sub Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.

2.
Bidang Anggaran, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan;

b)
Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi.

3.
Bidang Pengendalian, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;

b)
Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

d.
Unit Pelaksana Teknis yaitu :

1. Unit Pengelola Jembatan Timbang;

2. Unit Pengelola Pasar.

e.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh satu 

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Pasal 29u
(1)
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan. 
b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;

b)
Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Produktifitas.
2.
Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

b)
Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

3.
Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pembinaan Organisasi Perempuan;

b)
Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Perempuan.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran XXI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh dua
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

Pasal 29v

(1)
Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian. 

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kelembagaan Pangan;

b)
Sub Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan.
2.
Bidang Program Penyuluhan, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pengkajian dan Penyusunan Program;

b)
Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Program.

3.
Bidang Kelembagaan Penyuluh, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pengembangan SDM;

b)
Sub Bidang Pengembangan Teknologi Penyuluhan.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh tiga

Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 29w
(1)
Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. 

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha, tediri dari :

1.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 
Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
c.
Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1.
Bidang Pengendalian KB dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi;

b)
Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dan Peningkatan Partisipasi.
2.
Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Kemitraan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

b)
Sub Bidang Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga dan Institusi Masyarakat.

3.
Bidang Informasi Program dan Pengolahan Data, terdiri dari :

a)
Sub Bidang Pengolahan dan Analisa Data;

b)
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh empat
Kantor Pelayanan Terpadu
Pasal 29x

(1)
Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha

c. Unsur Pelaksana adalah Seksi terdiri dari :

1.  
Seksi Pelayanan Perijinan;

2.  
Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

3.  
Seksi Data.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran XXIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh lima

Kecamatan

Pasal 29y
(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Camat.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.

c.
Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :

1.
Seksi Pemerintahan;
2.
Seksi Pemberdayaan masyarakat;
3.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
4.
Seksi Kesejahteraan sosial;

5.
Seksi Pelayanan Umum.

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh enam

Kelurahan

Pasal 29z
(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a.
Unsur Pimpinan adalah Lurah.

b.
Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat.

c.
Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :

1.
Seksi Pemerintahan;

2.
Seksi Perekonomian;

3.
Seksi Pembangunan.

4.
Seksi Umum dan Keuangan;

d.
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)
Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

I.
Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

a.
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Koordinasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku;
b.
Ketentuan lain yang mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Raba-Bima. 

pada tanggal :      Pebruari 2007.
WALIKOTA BIMA,

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba-Bima.
pada tanggal :       Pebruari 2007.
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MARYONO NASIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2007 NOMOR  …..
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